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ABSTRAK 

Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Dalam Kawasan Hutan Pada Jalan Tol Trans Sumatera - 

Lingkar Pekanbaru 

Frans Riady.JS 

frans.riady.js@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum di kawasan hutan, dengan studi kasus pada Proyek Jalan Tol 

Trans Sumatera (JTTS) – Lingkar Pekanbaru. Tujuannya adalah mengidentifikasi 

hambatan dalam implementasi kebijakan dan merumuskan strategi perbaikan 

untuk meningkatkan efisiensi proyek strategis nasional. Penelitian kualitatif ini 

menggunakan kerangka Regulatory State Theory (Levi-Faur, 2013) untuk melihat 

bagaimana kebijakan bekerja berdasarkan norma dan tujuan (rule-making), serta 
pelaksanaan (rule-monitoring), untuk menganalisis kesenjangannya (rule-

enforcement). Data dikumpulkan melalui telaah regulasi, dokumentasi, studi 

literatur, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lintas lembaga. Hasil 

menunjukkan bahwa hambatan utama terjadi pada tahap pengadaan tanah akibat 

ketidakselarasan regulasi antara PP 23/2021 dan PP 19/2021 yang memungkinkan 

terjadinya “legitimasi lintas rezim”, yang terlihat dari terbitnya Penetapan Lokasi 

(Penlok) sebelum kawasan hutan dilepaskan secara definitif. Ketidakpastian 

hukum tanah eks-kawasan hutan memicu dilema jenis kompensasi yang kemudian 

diatasi melalui pendekatan kolektif-kolegial untuk menentukan pihak yang 

berhak. Permasalahan ini menyebabkan keterlambatan progres dan mundurnya 

target operasional proyek. Rekomendasi strategis mencakup penyelarasan regulasi 

dan peraturan teknis, pembentukan tim koordinasi berbasis ahli, dan penerbitan 

pedoman operasional yang dapat diterapkan untuk pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam kawasan hutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kawasan Hutan, Konflik Regulasi, Kebijakan 

Implementasi,  Proyek Strategis Nasional 

mailto:frans.riady.js@gmail.com
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ABSTRACK 

Implementation of Land Acquisition Policy for Public Interest Development in 

Forest Areas on the Trans-Sumatera Toll Road - Pekanbaru Ring Road 

Frans Riady.JS 

frans.riady.js@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

This study analyzes the implementation of land acquisition policies for public 

interests in forest areas, using a case study of the Trans-Sumatra Toll Road 

(JTTS) - Pekanbaru Ring Road Project. The objectives are to identify obstacles in 

policy implementation and formulate improvement strategies to enhance the 

efficiency of this national strategic project. This qualitative research employs the 

Regulatory State Theory framework (Levi-Faur, 2013) to examine how policies 

operate based on norms and objectives (rule-making), implementation (rule-

monitoring), and to analyze the gaps (rule-enforcement). Data were collected 

through regulatory review, documentation analysis, literature study, and 

interviews with cross-institutional stakeholders. The results indicate that the main 

obstacles occur during the land acquisition stage due to regulatory misalignment 

between Government Regulation No. 23/2021 and No. 19/2021, which enables the 

emergence of "cross-regime legitimacy." This is evident from the issuance of 

Location Determination (Penlok) before the forest area is definitively released. 

Legal uncertainty regarding ex-forest area land triggers dilemmas in 

compensation types, which were subsequently addressed through a collective-

collegial approach to determine eligible parties. These problems have caused 

project progress delays and pushed back operational targets. Strategic 

recommendations include harmonizing regulations and technical provisions, 

establishing expert-based coordination teams, and issuing applicable operational 

guidelines for land acquisition for public interests in forest areas within National 

Strategic Projects (PSN).

Keywords: Land Acquisition, Forest Area, Regulatory Conflict, Policy 

Implementation, National Strategic Project 

mailto:frans.riady.js@gmail.com
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong 

pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Bentuk infrastruktur yang meliputi 

sektor transportasi, energi listrik, telekomunikasi, pasokan air bersih, dan 

sektor lainnya merupakan elemen vital dalam mendukung proses produksi 

barang dan jasa serta peningkatan produktivitas nasional. Infrastruktur yang 

memadai menyediakan dukungan bagi kegiatan industri dan usaha, serta 

memfasilitasi kelancaran perdagangan antarwilayah maupun antarnegara 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Lebih lanjut, 

infrastruktur turut menjadi katalisator bagi inovasi serta menciptakan peluang 

ekonomi baru, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun pengembangan 

produk, proses, dan pasar yang lebih luas dimana pembangunan infrastruktur 

memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, antara lain melalui 

peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, 

perbaikan kualitas hidup, serta perluasan kesempatan mobilitas sosial dan 

ekonomi. Oleh karena itu, keputusan strategis mengenai jenis dan teknologi 

infrastruktur yang akan dibangun perlu mempertimbangkan aspek 

keberlanjutan jangka panjang. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan 

global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan degradasi sumber 

daya alam yang semakin kompleks (Asian Development Bank, 2017).  

Dari perspektif makroekonomi, pembangunan infrastruktur 

memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas marjinal modal 

swasta serta mendorong terciptanya stabilitas fiskal, penguatan pasar kredit, 

dan dinamika positif di pasar tenaga kerja (Cavallo & Daude, 2011). 

Sedangkan dalam konteks mikroekonomi, keberadaan layanan infrastruktur 

yang memadai memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan 

produktivitas individu, terutama tenaga kerja, serta membuka akses yang lebih 
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luas terhadap kesempatan kerja (Azuwandri et al., 2019). Hal ini menunjukkan 

bahwa infrastruktur tidak hanya merupakan instrumen pertumbuhan ekonomi 

semata, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.  

Hasil penelitian Matanhire (2019) mengilustrasikan fungsi transportasi 

sebagai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia, yang memastikan 

kelancaran distribusi sumber daya manusia dan modal dari pusat-pusat 

produksi menuju lokasi-lokasi yang membutuhkan. Selain itu, sistem 

transportasi juga memegang peranan penting dalam menjamin pengiriman 

produk dan jasa ke pasar secara tepat waktu, sehingga meningkatkan efisiensi 

logistik dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. 

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan 

strategis diluncurkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu kebijakan utama tersebut adalah kebijakan mengenai 

Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu serangkaian proyek pembangunan 

infrastruktur yang ditetapkan pemerintah sebagai prioritas nasional karena 

dianggap memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pembangunan, dan daya saing nasional. Keberadaan PSN ini didukung oleh 

berbagai perangkat regulasi yang memperkuat legitimasi dan 

implementasinya.  

Secara yuridis, dasar pengaturan pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi penting 

yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Salah satu 

regulasi utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mengatur pemberian 

insentif serta penyederhanaan prosedur perizinan guna mendukung percepatan 

implementasi proyek-proyek strategis. Lebih lanjut, daftar proyek yang 

dikategorikan sebagai PSN ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari 

Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Di atas semua itu, sebagai landasan hukum 
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tertinggi yang menaungi pelaksanaan PSN, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja hadir dengan orientasi utama pada simplifikasi 

perizinan, kemudahan berusaha, serta percepatan realisasi investasi dalam 

proyek-proyek strategis nasional. Salah satu proyek yang mendapatkan status 

PSN dan memiliki signifikansi strategis adalah pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera (JTTS). Proyek ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas 

antarwilayah di Pulau Sumatera, serta mendukung akselerasi mobilitas barang, 

jasa, dan manusia. Dalam kerangka pembangunan nasional, proyek JTTS telah 

ditetapkan sebagai bagian integral dari agenda Nawacita, yang kemudian 

dijabarkan secara operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Arah kebijakan dalam dokumen 

tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan 

konektivitas sebagai prioritas utama untuk mendongkrak daya saing ekonomi 

nasional. Sebagai infrastruktur transportasi utama, JTTS memiliki potensi 

besar dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar arus distribusi 

komoditas, serta memicu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional 

maupun nasional. Jalan tol ini juga diharapkan menjadi tulang punggung 

dalam mengintegrasikan sentra produksi lokal dengan pelabuhan-pelabuhan 

strategis di wilayah pesisir Sumatera. Kehadiran JTTS berpeluang 

menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor transportasi, 

perdagangan antarwilayah, serta sektor pariwisata dan investasi daerah. 

Berdasarkan data per September 2024, proyek JTTS mencakup total 

rencana pembangunan sepanjang 2.998 kilometer yang membentang melintasi 

sembilan provinsi dan tiga puluh tiga kabupaten/kota di Pulau Sumatera. 

Proyek ini dibagi menjadi tiga segmen utama, yaitu 922 kilometer ruas jalan 

yang telah beroperasi, 324 kilometer yang masih dalam tahap konstruksi, serta 

1.751 kilometer lainnya yang berada dalam tahap perencanaan. 
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Gambar 1.1 Proyek Jalan Tol Trans Sumatera 

Sumber: Kementerian PUPR (2024) 

 

Selain dari segi panjang jalan, proyek JTTS juga mencerminkan skala 

investasi yang sangat besar. Dengan nilai investasi sebesar Rp572 triliun, 

JTTS tercatat sebagai proyek infrastruktur dengan nilai investasi terbesar ke-2 

di Indonesia seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Estimasi Nilai Investasi Proyek Infrastruktur di Indonesia 

No. Proyek Lokasi Nilai Investasi  

1. 
Kawasan Industri dan Pelabuhan 
Internasional (KIPI)  

Kalimantan Utara ~1.800 Triliun 

2. Jalan Tol Trans Sumatera Sumatera ~Rp 572 triliun 

3. Morowali Industrial Park Sulawesi Tengah ~Rp 562 triliun 

4. Lapangan Gas Abadi Masela Maluku ~ Rp 342 triliun 

5. Bali Urban Subway Bali ~Rp 325 triliun 
 

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah 
 

Namun, tantangan utama tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan 

dan teknis, melainkan juga menyangkut aspek pengadaan lahan, yang 
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merupakan prasyarat utama kelancaran pembangunan infrastruktur. Tanah dan 

pembangunan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena 

ketersediaan tanah menjadi faktor vital sekaligus mendesak bagi keberhasilan 

pembangunan, terutama dalam penyediaan fasilitas kepentingan umum yang 

membutuhkan area luas, namun keterbatasan lahan yang semakin parah di 

tengah pertumbuhan penduduk dan gencarnya proyek pemerintah kerap 

memicu persoalan pertanahan yang kompleks dan tak terhindarkan (Muwahid, 

2020). 

Hingga saat ini tidak terdapat data resmi yang secara rinci menyajikan 

total kebutuhan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Namun, estimasi kasar dapat dilakukan melalui pendekatan perhitungan 

sederhana. Apabila panjang JTTS mencapai sekitar 2.998 km dengan rata-rata 

lebar koridor jalan tol sebesar 50 meter, maka kebutuhan lahan diperkirakan 

mencapai 149.900.000 meter persegi atau setara dengan kurang lebih 14.990 

hektare. Perhitungan ini masih bersifat hipotetik karena belum 

memperhitungkan variasi desain teknis jalan, kebutuhan lahan untuk 

interchange, rest area, maupun fasilitas pendukung lainnya. Namun meskipun 

perhitungan tersebut berupa estimasi, jika membandingkan dengan  proyek 

lain, maka JTTS akan menjadi proyek dengan kebutuhan lahan terbesar ke-2 

di Indonesia seperti yang ditunjukan pada tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 Estimasi Kebutuhan Lahan Proyek Infrastruktur di Indonesia 

No. Proyek Lokasi Kebutuhan Lahan  

1. Ibu Kota Nusantara  Kalimantan Timur ~256.000 ha 

2. Jalan Tol Trans Sumatera  Sumatera ~14.900 ha 

3. 
Kawasan Industri dan 
Pelabuhan Internasional (KIPI) 

Kalimantan Utara ~13.000 ha 

4. Kawasan Industri Cikarang Kab. Bekasi ~9.496 ha 

5. BSD City Banten ~6.000 ha 
 

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah 

 

Mengingat besarnya jumlah kebutuhan akan lahan, Permasalahan pengadaan 

lahan untuk kepentingan umum dalam proyek ini menjadi sangat kompleks 
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dan multidimensional. Kompleksitas tersebut muncul dari berbagai aspek, 

mulai dari cakupan wilayah yang luas, beragamnya karakteristik sosial dan 

ekonomi masyarakat terdampak, hingga keragaman status hukum lahan, 

termasuk lahan negara, kawasan hutan, tanah ulayat/adat, dan lahan yang 

belum terdaftar secara hukum. Selain itu, melibatkan banyak pemangku 

kepentingan (multi-stakeholders) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

BUMN pelaksana, hingga masyarakat lokal, menambah tantangan dalam 

proses implementasi regulasi pengadaan lahan. Tantangan ini tidak hanya 

berpotensi menghambat progres pembangunan, tetapi juga berdampak 

signifikan pada efisiensi anggaran, baik dari sisi belanja modal (capital 

expenditure/Capex) maupun biaya operasional (operating expenditure/Opex). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter F. Drucker (2006) dalam The Effective 

Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done, “The 

larger the organization, the more difficult it is to manage.” Pernyataan ini 

relevan untuk menggambarkan skala dan kompleksitas proyek JTTS, yang 

tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memerlukan pendekatan 

manajerial, koordinatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial di lapangan. 

Dalam proyek infrastruktur berskala besar seperti JTTS, keberhasilan tidak 

hanya ditentukan oleh kekuatan modal dan desain teknis, tetapi juga oleh 

kemampuan manajerial dalam mengelola konflik kepentingan, regulasi, serta 

komunikasi antar pihak. 

JTTS yang membentang dari Aceh hingga Lampung, memiliki simpul 

strategis arus logistik dan perdagangan lintas provinsi di bagian tengah koridor 

tersebut yang berada di Provinsi Riau. Letaknya yang menghubungkan Aceh–

Sumatera Utara di utara dengan Jambi–Sumatera Selatan di selatan, serta 

memiliki akses langsung ke Sumatera Barat di barat, menjadikan Riau sebagai 

hub konektivitas lintas provinsi terbanyak di Sumatera. Dari sisi ekonomi, 

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Riau, 

Asep Riyadi, Jumat (15/8/2025) melalui kanal https://mediacenter.riau.go.id/, 

dengan kontribusi sebesar 4,98 persen terhadap total Produk Domestik Bruto 

https://mediacenter.riau.go.id/
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(PDB) nasional, Riau menempati peringkat ke-enam secara nasional dan 

menjadi provinsi dengan PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa, hanya 

kalah dari Sumatera Utara yang menyumbang 5,22 persen pada pada Triwulan 

II-2025. Provinsi Riau memiliki basis produksi kuat pada sektor minyak dan 

gas bumi serta perkebunan kelapa sawit yang menyumbang lebih dari 20% 

produksi nasional (Kementan, 2023). Keberadaan ruas tol lintas provinsi 

seperti Pekanbaru–Dumai, Rengat–Pekanbaru, dan Pekanbaru–Bangkinang–

Padang mempercepat distribusi komoditas ekspor terutama Crude Palm Oil 

(CPO) dan produk turunan industri kehutanan ke Pelabuhan Dumai. Dengan 

kombinasi kekuatan ekonomi dan peran sentral dalam jaringan JTTS, Riau 

tidak hanya berfungsi sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai poros ekonomi 

dan gateway utama yang memastikan keberlanjutan arus barang, jasa, dan 

investasi di sepanjang koridor Aceh–Lampung 

Aspek pengadaan tanah menjadi salah satu elemen krusial yang 

berkaitan erat dengan tanggung jawab pemilik proyek, khususnya dalam hal 

penyediaan lahan sebelum dimulainya tahap konstruksi (Elawi et al., 2016). 

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2020), yang mengungkapkan bahwa keterlambatan dalam proses pengadaan 

lahan merupakan faktor dominan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan 

proyek. Temuan ini diperoleh dari persepsi para kontraktor dalam studi 

terhadap 18 kontraktor yang terlibat dalam pengerjaan proyek-proyek 

pemerintah di Indonesia. 

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan 

tanah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Di antara keempat tahap tersebut, tahap 

pelaksanaan merupakan titik krusial yang paling banyak menyimpan 

permasalahan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, administratif, 

dan ekonomi. Berdasarkan Laporan Ombudsman Republik Indonesia (2024), 

sepanjang 2023, pertanahan merupakan substansi laporan masyarakat 
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terbanyak (23%), disusul oleh kepegawaian (22%), perizinan (10%), dan desa 

(10%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bukan hanya fase 

administratif, melainkan arena konflik hak dan kepentingan. 

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan mencakup kegiatan 

inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, penilaian oleh penilai 

independen, musyawarah, penetapan ganti kerugian, pelepasan hak, hingga 

pembayaran ganti kerugian atau konsinyasi. Pada fase ini, interaksi langsung 

antara negara dengan pemilik hak atas tanah menjadi sangat intens, karena 

menyangkut hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Tahapan 

pelaksanaan pengadaan tanah (diatur dalam Pasal 53 hingga Pasal 116) 

melibatkan aktor-aktor utama seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.3. 

 

Tabel 1.3 Aktor dalam Tahapan Pelaksanaan Pengadaaan Tanah 

No. Aktor/Pihak Peran 

1. 
Pelaksana 
Pengadaan 

Tanah 

Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, terdiri dari 
pejabat BPN, pejabat daerah, camat, dan lurah/kepala desa setempat. 
Menyiapkan agenda dan rencana kerja dan melaksanakan proses 
pengadan tanah 

2. Satuan Tugas 
Tim pendukung yang dibentuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah 
untuk tugas operasional. Melakukan inventarisasi dan identifikasi 
objek pengadaan tanah, termasuk pengumpulan data fisik dan yuridis 

3. Penilai Publik 
Individu independen dan profesional untuk melakukan penilaian nilai 
ganti kerugian secara bidang per bidang. 

4. 
Instansi yang 
Memerlukan 

Tanah 

Lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, 
pemerintah daerah, atau BUMN/BUMD yang membutuhkan tanah 
untuk pembangunan kepentingan umum. 

5. 
Pihak yang 

Berhak 
Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, 
termasuk pemilik, pemegang hak, atau pengguna. 

6. 
Pengadilan 

Negeri 

Tempat penitipan ganti kerugian (konsinyasi) jika terdapat pihak yang 
berhak tapi menolak, tidak hadir, sengketa, serta memutuskan segala 
bentuk perkara terkait hal tersebut. 

 

Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2021 
 

Dengan demikian, berdasarkan data empiris dan kerangka regulatif tersebut, 

tahapan pelaksanaan pengadaan tanah merupakan fase yang paling penting, 

menarik, dan relevan untuk dikaji secara mendalam. Penelitian terhadap 

tahapan ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan 

implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi pada 
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upaya perbaikan sistem pengadaan tanah yang berkeadilan, efektif, dan 

akuntabel bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Flyvbjerg et al. (2003) 

dalam studi tentang megaprojects, keterlambatan dalam tahap awal proyek, 

seperti pengadaan lahan, dapat menyebabkan eskalasi biaya yang signifikan 

dan mengurangi kelayakan finansial proyek. Dalam konteks JTTS, efisiensi 

pengadaan lahan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan 

masyarakat terhadap proyek. Namun, proses yang berlarut-larut sering kali 

dipicu oleh kompleksitas birokrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan 

lemahnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Selain dari sisi 

tahapan, tantangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum semakin 

kompleks jika objeknya berada di kawasan dengan status administrasi khusus, 

seperti hutan. Status kawasan hutan dilindungi regulasi ketat yang sering kali 

kontraproduktif dengan semangat percepatan pembangunan infrastruktur 

melalui PSN. Hal ini terjadi karena regulasi kehutanan bersifat sektoral dan 

menggunakan konsep pemanfaatan tanah yang berbeda dari UUPA, sehingga 

menimbulkan tumpang tindih dan disharmoni hukum. Akibatnya, proses 

pengadaan lahan, misalnya untuk jalan tol, menjadi lebih berat. Oleh karena 

itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas sektor agar proyek 

strategis dapat berjalan lancar (Munṭaqo et al., 2020). Selain itu, status 

kawasan hutan juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berdasarkan 

analisis pemberitaan dan pernyataan aktor lokal menunjukkan adanya konflik 

kepastian hak dan ketidakpastian kompensasi pada lahan yang dilintasi tol 

akibat tumpang tindih fungsi ruang antara kepemilikan masyarakat dan 

penetapan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Warga di 

desa-desa terdampak termasuk Desa Karya Indah, Rimbo Panjang, dan Tarai 

Bangun mengeluhkan bahwa sebagian bidang tanah yang telah dimiliki, 

dibangun, dan bersertifikat  sejak tahun 2016 tiba-tiba dikategorikan sebagai 

kawasan hutan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tidak mendapat ganti rugi 

(Rizky, 2022). 
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Dari sisi konstruksi, salah satu area paling kritis berada di Zona II, 

tepatnya wilayah Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, di 

mana sebagian besar jalur tol direncanakan melintasi kawasan hutan (Riau 

Pos, 7 Juli 2025). Kondisi ini menimbulkan risiko persoalan pembebasan 

lahan yang dapat memperlambat atau bahkan mengganggu kelancaran proses 

konstruksi, sehingga memerlukan strategi penyelesaian yang matang agar 

tidak menunda target pembangunan. 

Kawasan hutan diatur oleh kerangka hukum yang berfokus pada 

pelestarian, pengelolaan berkelanjutan, dan pencegahan degradasi tidak secara 

otomatis tunduk pada pengadaan tanah biasa seperti yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah di kawasan hutan harus 

mengikuti serangkaian regulasi kehutanan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah oleh UU 

Nomor 19 Tahun 2004). 

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kompleksitas yang 

muncul akibat tumpang tindih regulasi pengadaan tanah dan kehutanan 

menimbulkan dilema yang signifikan. Di satu sisi, terdapat kebutuhan akan 

kepastian tanah bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), 

sementara di sisi lain terdapat kewajiban menjaga prinsip konservasi dan 

perlindungan kawasan hutan yang secara tegas diamanatkan oleh undang-

undang. Untuk menjembatani dilema tersebut, diterbitkan Undang-Undang 

Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan turunannya. Melalui Pasal 123, UUCK 

mengubah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan menegaskan 

bahwa penggunaan kawasan hutan bagi Proyek Prioritas Pemerintah Pusat 

hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, yang 

sebelumnya menggunakan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

sebagaimana diterapkan pada beberapa proyek JTTS terdahulu seperti yang 

terlihat pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4. Ruas JTTS pada Kawasan Hutan Sebelum UUCK 

No Ruas Tol Nomor SK Norma 

1 Bakauheni – Terbanggi Besar 
Kep. KaBKPM a.n  MenLHK 

1/1/IPPKH/K/2016 

Pinjam 

Pakai 

2 
Pematang Panggang – Kayu 

Agung- Palembang 

Kep. KaBKPM a.n MenLHK 

2/1/IPPKH/K/2017 

Pinjam 

Pakai 

3 Pekanbaru – Kandis- Dumai S.363/PKTL/Ren/Pla.0/4/2019 
Pinjam 

Pakai 
 

Sumber: KLHK, 2021 
 

Dalam perjalanannya, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2021 (PP 23/2021) yang merupakan turunan dari Undang-Undang 

Kehutanan sekaligus aturan pelaksana dari UUCK. PP ini hadir untuk 

menjembatani norma kelestarian hutan dengan prinsip kemudahan berusaha, 

mengingat kedudukannya sebagai turunan langsung dari kedua undang-

undang tersebut. Substansinya mengatur secara rinci mekanisme penggunaan 

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 

Regulasi ini membedakan prosedur pengadaan tanah berdasarkan pelaksana 

(instansi pemerintah atau non-pemerintah) serta sifat penggunaannya 

(permanen atau tidak permanen). Sebagai contoh, pengadaan tanah oleh 

instansi pemerintah wajib ditempuh melalui mekanisme pelepasan kawasan 

hutan. Sementara itu, pembangunan yang bersifat tidak permanen atau 

bertujuan menghindari fragmentasi kawasan hutan, seperti pembangunan 

jalan, jalur kereta api, atau saluran transmisi, dapat dilakukan melalui 

mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

Secara keseluruhan, kompleksitas ini menunjukkan bahwa pengadaan 

tanah di kawasan hutan bukanlah sekadar proses ganti rugi, melainkan 

melibatkan prosedur pelepasan kawasan hutan yang harus melalui persetujuan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kesinambungan 

tahapan regulasi antara sektor pengadaan tanah dan sektor kehutanan dapat 

diimplementasikan secara efektif, serta menganalisis efektivitas mekanisme 
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tersebut dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis 

Nasional. 

Dalam dokumen resmi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024, ruas 

Jalan Tol Rengat–Pekanbaru merupakan salah satu dari 24 ruas strategis yang 

pengusahaannya ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Ruas ini 

dipecah menjadi dua segmen utama yaitu Jalan Tol Rengat–Junction 

Pekanbaru dan Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 2A ayat (2) huruf c dan d. Segmen kedua, Junction Pekanbaru–

Bypass Pekanbaru seperti yang terlihat pada Gambar 1.2, lebih dikenal dalam 

praktik lapangan dengan nama Seksi Lingkar Pekanbaru dan secara 

administratif berada dalam wilayah Kota Pekanbaru dan sebagian Kabupaten 

Kampar. 

 

Gambar 1.2 Peta Trase Lingkar Pekanbaru 

Sumber: Hutama Karya (2024) 

 

Penamaan Lingkar Pekanbaru merujuk pada fungsi jalan tol ini sebagai 

jalur penghubung luar untuk memecah beban lalu lintas dari dan menuju pusat 

kota Pekanbaru. Jalan ini dirancang tidak hanya sebagai koridor lintasan 

antarkota dan antarprovinsi dalam jaringan Trans-Sumatera, melainkan juga 

untuk mendukung sistem transportasi perkotaan di Pekanbaru. Keberadaan 

jalur ini menjadi sangat krusial, mengingat posisinya sebagai simpul 

konektivitas antara ruas tol dari wilayah selatan (Rengat) dengan ruas tol 

eksisting di Pekanbaru seperti Pekanbaru–Bangkinang dan Pekanbaru–

Kandis–Dumai. 
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Berdasarkan Perpres 42 Tahun 2024, pengoperasian Lingkar 

Pekanbaru dilaksanakan paling lambat Desember 2024, namun sampai dengan 

Juli 2025, berdasarkan informasi yang diunggah pada website resmi PT 

Hutama Karya, progress konstruksi Tol Lingkar Pekanbaru baru mencapai 

57%. Namun demikian, dinamika tersebut justru menjadikan Lingkar 

Pekanbaru lebih bersifat mutakhir dan relevan untuk dijadikan objek 

penelitian maupun kajian akademik. Kondisi ini memberikan peluang untuk 

menggali lebih dalam berbagai isu aktual yang terjadi mengingat proyek ini 

masih berada pada tahap ongoing atau sedang berjalan. 

Fokus pada analisis pengadaan lahan Seksi Lingkar Pekanbaru menjadi 

penting tidak hanya karena relevansi temporalnya, tetapi juga karena dapat 

memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah di tengah dinamika tata 

kelola pemerintahan daerah serta tuntutan percepatan infrastruktur nasional. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam implementasi pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum dalam kawasan hutan pada Jalan Tol Trans 

Sumatera (JTTS) - Lingkar Pekanbaru, antara lain: 

1. Keberadaan kawasan hutan yang harus dibebaskan untuk pembangunan 

JTTS – Lingkar Pekanbaru menambah prosedur pengadaan tanah 

dibandingkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ideal 

sesuai PP 19/2021 jo PP 39/2023 (PP PTKU); 

2. Mekanisme Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kawasan 

hutan pada proyek JTTS–Lingkar Pekanbaru memerlukan proses 

koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengadaan tanah 

untuk kepentingan umum  ideal sesuai PP PTKU; 

3. Kompleksitas regulasi pengadaan tanah, yang beririsan dengan regulasi 

sektor kehutanan mengancam hak-hak masyarakat (pihak ketiga) yang 

berada di dalam kawasan tersebut; 
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4. Perubahan regulasi pengadaan tanah di kawasan hutan pasca terbitnya 

UUCK memerlukan kesepahaman intepretasi antar stakeholder dalam 

implementasinya; 

5. Penambahan Prosedur dalam proses pengadaan tanah dalam kawasan 

hutan pada proyek JTTS – Lingkar Pekanbaru berdampak pada kinerja dan 

keberlangsungan proyek terkait pencapaian target waktu yang telah 

ditetapkan. 

 

C. RUMUSAN PERMASALAHAN 

1. Bagaimana implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dalam kawasan hutan pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) – 

Lingkar Pekanbaru berjalan di lapangan? 

2. Bagaimana strategi peningkatan (improvement strategies) kedepan yang 

dapat dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam 

kawasan hutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN)? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di 

kawasan hutan pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) – Lingkar 

Pekanbaru. 

2. Merumuskan strategi peningkatan (improvement strategies) kedepan yang 

dapat dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam 

kawasan hutan pada Proyek Strategis Nasional (PSN). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Memperkaya literatur mengenai implementasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam kawasan hutan pada Jalan Tol Trans 

Sumatera (JTTS) - Lingkar Pekanbaru di sektor publik (instansi 

pemerintah), 
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b. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan publik 

khususnya implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dalam kawasan hutan di instansi pemerintah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan publik 

khususnya dalam implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum dalam kawasan hutan pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) - 

Lingkar Pekanbaru; 

b. Temuan dari penelitian dapat memberikan masukan guna lebih 

mengoptimalkan kebijakan implementasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam kawasan hutan pada guna meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, dan keberlanjutan proyek. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa secara garis besar implementasi pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dalam kawasan hutan pada Proyek Jalan Tol Trans 

Sumatera (JTTS) – Lingkar Pekanbaru menghadapi konflik regulasi. 

Selanjutnya, berdasarkan analisis atas hasil penelitian tersebut, dapat 

dirumuskan strategi peningkatan (improvement strategies) untuk lebih 

memberikan kepastian hukum bagi pengadaan tanah dalam kawasan hutan 

bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). 
 

1. Implementasi pengadaan tanah dalam kawasan hutan pada proyek 

JTTS – Lingkar Pekanbaru menunjukkan dinamika regulasi yang 

kompleks. Keseluruhan tahapan ini berjalan berlandaskan rezim 

kehutanan dan pertanahan, namun terhambat oleh disharmoni, 

ketidakpastian hukum, serta tantangan administratif di lapangan 

berdasarkan kerangka analisis Regulatory State (David Levi-Faur, 2013), 

yaitu: 
 

a. Rule Making: Landasan Normatif dan Aktor  

 Perubahan Mekanisme Utama: UUCK dan PP 23/2021 mengubah 

mekanisme utama dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 

menjadi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yang bersifat permanen, mengubah status kawasan 

secara definitif menjadi Area Penggunaan Lain (APL). 

 Disharmoni Regulasi: Terdapat ketidakselarasan norma antara 

Pasal 67 Ayat (3) PP 23/2021 (yang mengizinkan kegiatan PSN 

bersamaan dengan tata batas) dan Pasal 43 PP 19/2021 jo. PP 

39/2023 (yang mewajibkan penyelesaian status kawasan hutan 
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hingga tahap Penetapan Lokasi). Kontradiksi ini menciptakan 

ketidakpastian hukum dan praktik "legitimasi lintas rezim". 

 Aktor Kunci: Proses melibatkan multi-pemangku kepentingan 

seperti Kementerian PUPR (pemohon), KLHK (pemberi izin 

pelepasan), BPN/P2T (pelaksana pengadaan tanah), LMAN 

(pendanaan), Kejaksaan (pengawasan hukum), Pemerintah Daerah, 

dan Badan Usaha (pelaksana teknis). 
 

b. Rule Monitoring: Implementasi dan Dinamika 

 Proses Pelepasan Kawasan Hutan: Proses pelepasan kawasan hutan 

untuk ruas Rengat-Pekanbaru memakan waktu 710 hari, dengan 

tahapan terlama pada telaah teknis di tingkat pusat (240 hari). 

 Dukungan Badan Usaha: Efisiensi waktu pada tahapan lapangan 

(seperti kegiatan Tim Terpadu dan tata batas) sangat didukung oleh 

peran aktif Badan Usaha yang ditugaskan, meskipun kewajiban 

formal berada pada instansi pemohon (PUPR). 

 Kompleksitas Lintas Segmen: Pelepasan kawasan hutan dilakukan 

secara terintegrasi untuk seluruh ruas tol (Rengat-Pekanbaru), 

sehingga kompleksitas di segmen lain (seperti tumpang tindih 

dengan konsesi HTI) memperlambat proses secara keseluruhan, 

termasuk untuk segmen Lingkar Pekanbaru yang memiliki profil 

pertanahan dan kawasan hutan yang relatif lebih sederhana. 

 Penerbitan Penlok Prematur: Penetapan Lokasi (Penlok) 

diterbitkan (11 April 2023) sebelum status APL definitif ditetapkan 

(9 November 2023). Hal ini menimbulkan "legitimasi lintas rezim" 

dimana proyek berjalan berdasarkan legitimasi dari rezim 

kehutanan, tetapi menghadapi kendala dalam implementasi rezim 

pengadaan tanah karena status lahan yang belum jelas. 
 

c. Rule Enforcement: Tantangan Penegakan Aturan 

 Kendala Pembayaran Ganti Rugi: Penerbitan Penlok prematur 

menghambat proses inti pengadaan tanah seperti penilaian 
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(appraisal), musyawarah, dan pembayaran Uang Ganti Kerugian 

(UGK), karena status lahan secara administratif masih tercatat 

sebagai kawasan hutan. 

 Keraguan dalam Menentukan Pihak Berhak: Terdapat dualisme 

dan ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang berhak 

menerima kompensasi (ganti rugi berdasarkan UU Pengadaan 

Tanah atau santunan berdasarkan mekanisme Penanganan Dampak 

Sosial/PDSK) untuk lahan di eks kawasan hutan. 

 Solusi Kolektif-Kolegial: Untuk mengatasi kebuntuan hukum, 

diterapkan pendekatan kolektif-kolegial melalui kesepakatan lintas 

instansi (BPN, KLHK, PUPR, Kejaksaan, Pemda) yang 

menetapkan kriteria obyektif penerima ganti rugi, seperti bukti 

sertifikat atau penguasaan minimal 20 tahun yang dapat dibuktikan 

dengan citra satelit. 

 Tingginya Sengketa: Kabupaten Kampar menjadi area dengan 

tantangan terbesar, dimana 36.5% bidang tanah mengalami 

sengketa kepemilikan, memperlambat progres secara signifikan.  
 

Kompleksitas sebagaimana diuraikan di atas memberikan implikasi nyata 

terhadap keberlangsungan proyek, khususnya pada aspek kinerja 

pelaksanaan yaitu: 

 Progres Terhambat: Hingga September 2025, progres pengadaan 

tanah secara keseluruhan mencapai 75.75%, sedangkan progres 

konstruksi hanya 59.76%. Hal ini menunjukkan keterlambatan 

signifikan dari target operasional akhir 2024. 

 Pembengkakan Biaya: Keterlambatan pengadaan tanah menyebabkan 

pembengkakan biaya operasional konstruksi hampir dua kali lipat 

akibat perpanjangan waktu dan inefisiensi kerja. 

 Revisi Target: Jadwal penyelesaian konstruksi direvisi dari Juni 2023 

menjadi Desember 2026, dengan operasional tahap pertama 

ditargetkan pada tahun 2027. 
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2. Strategi Peningkatan (Improvement Strategies) pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum dalam kawasan hutan pada 

proyek strategis nasional (PSN) perlu diarahkan pada harmonisasi 

regulasi, percepatan prosedur, dan penguatan keadilan substantif, melalui: 
 

a. Penyelarasan Regulasi oleh Kementerian Kehutanan sebagai ultimate 

solution jangka panjang (1 tahun) untuk memastikan rezim pengadaan 

tanah berfungsi sebagai aturan induk yang menjamin kepastian hukum 

sehingga mencegah Penetapan Lokasi (Penlok) terbit melintasi rezim 

legitimasi, dengan cara: 

 Revisi PP 23/2021: 

 Pasal yang Direvisi: Pasal 67 Ayat (3). 

 Usulan Perubahan: Menghapus "program strategis nasional" 

dari fleksibilitas pelaksanaan bersamaan dan menambahkan 

ayat baru yang secara eksplisit melarang kegiatan PSN sebelum 

Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan. 

 Revisi Permen LHK 7/2021: 

 Pasal yang Direvisi: Pasal 272, 286, 291, dan 295. 

 Usulan Inti: Memprioritaskan pelepasan kawasan hutan secara 

defenitif. Membuat jalur khusus untuk PSN dengan 

memadatkan proses dengan mengintegrasikan kajian Tim 

Terpadu dengan Tata Batas, sehingga Penetapan Batas Areal 

Pelepasan dapat diterbitkan langsung tanpa memerlukan 

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan terlebih dahulu. 
 

b. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Ahli Lintas Sektor sebagai 

solusi jangka menengah (3-5 bulan) melalui Surat Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, 

yang terdiri dari: 

 Tim Koordinasi Lintas Sektor: 
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 Anggota: Perwakilan eselon I dari Kemenko Infrawil, KLHK, 

PUPR, dan ATR/BPN. 

 Tugas: Koordinasi strategis, memastikan konsistensi, dan 

menyinkronkan kebijakan antar kementerian/lembaga. 

 Tim Ahli Independen: 

 Komposisi: Akademisi dan praktisi dari bidang Hukum 

Agraria, Kehutanan, Lingkungan, Sosial, dan Geospasial. 

 Tugas: Memberikan rekomendasi kajian berbasis bukti, 

verifikasi legitimasi klaim lahan, dan memastikan kepatuhan 

terhadap aspek teknis, sosial, dan hukum. 
 

c. Penerbitan Surat Edaran skala nasional oleh Menteri ATR/BPN 

sebagai solusi praktis (≤1 bulan) untuk memberikan kejelasan hukum 

jangka pendek terkait kriteria pemberian ganti rugi atas tanah eks-

kawasan hutan, bertujuan mempercepat proses validasi, mencegah 

manipulasi, dan menjamin keadilan substantif bagi masyarakat dan 

negara melalui penetapan kriteria pihak yang berhak menerima ganti 

rugi: 

 Pemegang sertifikat hak. 

 Penguasa lahan dengan bukti tertulis penguasaan minimal 20 tahun 

sebelum Penetapan Lokasi. 

 Bagi yang tidak memiliki bukti tertulis, dapat menggunakan peta 

desa atau citra satelit sebagai alat bukti penguasaan. 

 

B. SARAN 

1. Aspek Kebijakan: Pemanfaatan Teknologi dalam Pengadaan Tanah 

Kementerian ATR/BPN perlu menyusun regulasi dan prosedur 

pengadaan untuk mengakomodasi integrasi teknologi penginderaan jauh 

seperti pemetaan citra atau citra satelit berbasis sistem informasi geografis 

(SIG). Meskipun UU Nomor 2 Tahun 2012 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 

telah mengatur mekanisme pengadaan tanah, kedua regulasi tersebut 
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belum secara eksplisit mencantumkan unsur pemanfaatan teknologi. 

Integrasi teknologi digital berpotensi mempercepat identifikasi batas lahan 

dan kondisi vegetasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data 

dalam proses pelepasan kawasan hutan, serta meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas sekaligus mengurangi risiko spekulasi lahan. 

 

2. Aspek Operasional: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Prioritas 

Berdasarkan Kesiapan Ruas 

a. Pelepasan kawasan hutan diprioritaskan pada ruas dengan tingkat 

kesiapan tinggi untuk meningkatkan efektivitas pengadaan tanah bagi 

pembangunan infrastruktur jalan tol. Kesiapan tersebut mencakup 

aspek kelayakan ekonomi dan finansial, ketersediaan anggaran, 

kelengkapan desain, serta kapasitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan. Strategi ini melibatkan koordinasi lintas kementerian 

dan lembaga, dengan peran sebagai berikut: 

 Kemenko Infrawil: mengoordinasikan penetapan ruas-ruas jalan tol 

yang menjadi prioritas nasional. 

 Kementerian PU: menyiapkan desain trase serta rencana 

pemenuhan komitmen pembangunan sesuai dengan tingkat 

kesiapan teknis dan pendanaan proyek. 

 Kementerian ATR/BPN memastikan kesiapan tim pelaksana 

pengadaan tanah dari sisi kapasitas, kelembagaan, dan 

administrasi. 

 Kementerian Kehutanan memverifikasi status kawasan untuk 

memastikan apakah lokasi yang dimohon termasuk kawasan hutan 

atau tidak, serta memastikan kesiapan tim terpadu (Timdu). 

 Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN): melakukan verifikasi 

kesiapan pendanaan pengadaan tanah. 

b. Strategi Penlok Bertahap melalui percepatan pembangunan di area 

bersertifikat clean & clear, dan menunda penetapan di zona tumpang 
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tindih hingga status hukumnya definitif. Sebelum menerbitkan penlok, 

Gubernur dapat melakukan: 

(i) Pembentukan tim verifikasi bersama antara Dinas Pertanahan dan 

Dinas Kehutanan provinsi untuk menyusun peta status lahan 

proyek secara detail sebelum Penlok diterbitkan. 

(ii) Pemetaan dan pemisahan wilayah proyek: 

 Zona Hijau, clean and clear di bawah rezim pertanahan  

 Zona Merah, belum murni rezim pertanahan (tumpang tindih) 

(iii) Penerbitan Penlok Secara Bertahap dan Selektif: 

 Keluarkan Penlok khusus untuk Zona Hijau terlebih dahulu 

agar proses pembangunan segera dapat dimulai dengan 

kepastian hukum yang kuat. 

 Tunda penerbitan Penlok untuk Zona Merah sampai status 

kawasannya secara defenitif menjadi Areal Penggunaan Lain 

(APL) atau murni berada di wilayah rezim pertanahan. 

 

3. Aspek Penelitian Lanjutan: Pendekatan Sosial dalam Penyelesaian 

Hak Masyarakat Lokal 

Penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan terhadap persepsi 

masyarakat terdampak sehingga membuka peluang untuk studi lebih lanjut 

dengan pendekatan kualitatif untuk lebih berfokus pada pendekatan sosial 

yang berkaitan dengan pemegang hak tradisional, kelompok adat, dan 

komunitas lokal berdasarkan tiga aspek penting yang perlu diperdalam, 

yaitu: 

 Persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural dalam proses 

kompensasi. 

 Dampak sosio-ekologis terhadap mata pencaharian lokal. 

 Efektivitas mekanisme resolusi konflik yang tersedia. 

Temuan dari penelitian tersebut dapat menyempurnakan kerangka 

kebijakan pengadaan tanah agar lebih responsif terhadap keadilan sosial 

dan keberlanjutan lingkungan.  
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